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PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG

INFO JUDICIAL REVIEW

(Resume Putusan Perkara Pengujian Undang-Undang Yang Dinyatakan Tidak
Dapat Diterima Oleh Mahkamah Konstitusi)

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 10/PUU-XXI/2023 PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-
UNDANG HUKUM PIDANA TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

28 FEBRUARI 2023

PENDAHULUAN

Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023, pukul 11.20 WIB, Mahkamah
Konstitusi telah memutus dalam Sidang Pengucapan Putusan Pengujian Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
(selanjutnya disebut UU 1/2023) terhadap Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945)
dalam Perkara Nomor 10/PUU-XXI/2023. Dalam Sidang Pengucapan Putusan
Perkara Nomor 10/PUU-XXI/2023, perwakilan DPR RI dihadiri secara virtual
oleh Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang dan jajarannya di
lingkungan Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang, Badan Keahlian,
Sekretariat Jenderal DPR RIL

PEMOHON

Bahwa permohonan pengujian UU 1/2023 diajukan oleh Andi Redani Suryanata
dan dKkk, diberikan kuasa kepada Zico Leonard Djagardo Simanjuntak dan Dixon
Sanjaya, S.H., yang merupakan advokat pada kantor hukum Leo & Partners untuk
selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon.

PASAL/AYAT UU 1/2023 YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN

Bahwa Para Pemohon dalam permohonannya mengujikan Pasal 256, Pasal 603,
dan Pasal 604 UU 1/2023 yang berketentuan sebagai berikut:

Pasal 256:
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“Setiap Orang yang tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada yang
berwenang mengadakan pawai, unjuk rasa, atau demonstrasi di jalan umum
atau tempat umum yang mengakibatkan terganggunya kepentingan umum,
menimbulkan Kkeonaran, atau huru-hara dalam masyarakat, dipidana
dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) Bulan atau pidana denda
paling banyak kategori I1.”

Pasal 603:

“Setiap Orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan
memperkaya diri sendiri, orang lain, atau Korporasi yang merugikan
Keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana
penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan
paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori
II dan paling banyak kategori VI.”

Pasal 604:

“Setiap Orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain,
atau Korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana
yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan
keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana
penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan
paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori
II dan paling banyak kategori VI.”

BATU U]JI
Bahwa pasal-pasal UU a quo dianggap oleh Para Pemohon bertentangan dengan
Pasal 28 dan PaPasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 karena dinilai telah
merugikan dan melanggar hak dan/atau kewenangan Kkonstitusional Para
Pemohon.

PERTIMBANGAN HUKUM
Bahwa terhadap pengujian Pasal a quo UU 1/2023 dalam permohonan a quo,
Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

[3.6] Menimbang bahwa setelah memeriksa secara saksama wuraian para
Pemohon dalam menguraikan kedudukan hukumnya, sebagaimana diuraikan
pada Paragraf [3.5] serta kualifikasi dan syarat kedudukan hukum Pemohon
sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4], selanjutnya
Mahkamah akan mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.6.1] Bahwa norma yang diajukan pengujiannya oleh para Pemohon berkenaan
dengan ketentuan yang mengatur tentang ketentuan pidana terhadap aksi
masyarakat yang dilakukan tanpa pemberitahuan dan ancaman pidana pokok
bagi tindak pidana korupsi sebagaimana tertuang dalam Pasal 256, Pasal 603 dan
Pasal 604 UU 1/2023. Para Pemohon dalam hal ini berkedudukan sebagai
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perseorangan warga negara Indonesia dan berstatus sebagai Mahasiswa yang
dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk [vide bukti P-3 sampai dengan P-22]
dan Kartu Tanda Mahasiswa. Para Pemohon menerangkan memiliki hak
konstitusional untuk berserikat, berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan
dan tulisan, hak untuk mendapatkan atas pengakuan, jaminan, perlindungan,
kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama dihadapan hukum
sebagaimana dijamin dalam Pasal 28 dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang
dianggap dirugikan dengan berlakunya norma Pasal-Pasal a quo;

[3.6.2] Bahwa norma Pasal-Pasal a quo terdapat dalam UU 1/2023 yang telah
disahkan dan diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023. Meskipun demikian,
berdasarkan Pasal 624 BAB XXXVII Ketentuan Penutup, Undang-Undang a quo
mulai berlaku setelah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan.
Artinya, UU a quo akan mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2026. Adapun
Permohonan para Pemohon diregistrasi Kepaniteraan Mahkamah pada 19
Januari 2023, sehingga pada saat Permohonan ini diajukan ke Mahkamah
Konstitusi, Undang-Undang a quo yang diajukan pengujiannya belum berlaku;

[3.6.3] Bahwa mendasarkan pada Putusan Mahkamah yang menetapkan
beberapa syarat kerugian Konstitusional yang bersifat kumulatif untuk
memberikan kedudukan hukum kepada para Pemohon sebagaimana diuraikan
dalam Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, dalam hal ini, para Pemohon telah
dapat menjelaskan adanya hak konstitusional yang diberikan oleh Pasal 28 dan
Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Selanjutnya, dikaitkan dengan syarat kedua yaitu
adanya anggapan bahwa hak Kkonstitusional yang diberikan oleh Pasal 28 dan
Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 tersebut dirugikan oleh berlakunya undang-undang
dalam hal ini UU 1/2023, menurut Mahkamabh, terkait dengan hal a quo secara
tegas diperlukan syarat yang bersifat imperatif yaitu anggapan Kkerugian
konstitusional yang dimiliki oleh para Pemohon dirugikan dengan berlakunya
norma undang-undang yang dimohonkan pengujiannya. Oleh karena itu, apabila
hal ini dikaitkan dengan fakta hukum yang ada dalam persidangan, hal yang
dialami oleh para Pemohon, telah ternyata hak konstitusional para Pemohon
tersebut belum ada kaitannya dengan berlakunya norma undang-undang, in casu
UU 1/2023. Dengan kata lain, pasal-pasal yang ada dalam UU 1/2023 yang
diajukan pengujian oleh para Pemohon terdapat dalam undang-undang yang
belum berlaku dan dengan sendirinya belum mempunyai kekuatan hukum
mengikat, sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 87 Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (UU
12/2011). Dengan demikian, Undang-Undang a quo belum berdampak terhadap
adanya anggapan kerugian konstitusional, baik secara potensial, apalagi secara
aktual kepada para Pemohon.



[3.6.4] Bahwa yang dimaksud dengan anggapan kerugian konstitusional yang
bersifat aktual adalah anggapan kerugian konstitusional konkret/riil yang
pernah dialami karena disebabkan berlakunya suatu norma undang-undang.
Sedangkan yang dimaksud dengan anggapan kerugian konstitusional yang
bersifat potensial adalah kerugian yang belum pernah secara konkret/riil
dialami, namun suatu saat berpotensi dialami karena disebabkan berlakunya
suatu norma undang-undang. Oleh Kkarena itu, baik anggapan kerugian
konstitusional yang bersifat aktual maupun potensial keduanya tetap bertumpu
pada telah adanya norma undang-undang yang berlaku. Dengan demikian,
berdasarkan fakta hukum bahwa UU 1/2023 baru akan berlaku 3 (tiga) tahun
sejak tanggal diundangkan [vide Pasal 624 BAB XXXVII Ketentuan Penutup UU
1/2023], pemberlakuan demikian berakibat hukum UU a quo belum memiliki
kekuatan hukum mengikat sehingga hal demikian tidak terpenuhinya syarat yang
kedua untuk terpenuhinya syarat-syarat anggapan Kkerugian Konstitusional
sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-
I11/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007. Dengan
demikian, para Pemohon telah terbukti tidak memenuhi persyaratan adanya
anggapan kerugian konstitusional dengan berlakunya norma undang-undang.
Sehingga, terkait dengan syarat selebihnya, yaitu adanya anggapan kerugian
konstitusional yang bersifat spesifik dan adanya hubungan sebab akibat (causal
verband) yang ditimbulkan antara hak konstitusional yang diberikan oleh UUD
1945 dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian,
dengan sendirinya tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan, karena syarat-
syarat anggapan kerugian konstitusional dimaksud adalah bersifat kumulatif.

[3.6.5] Bahwa berkenaan dengan uraian kedudukan hukum para Pemohon yang
mengaitkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 110/PUU-X/2012,
Mahkamah telah mempertimbangkan hal yang sama pada Sub-paragraf [3.6.5]
dan Sub-paragraf [3.6.6] dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-
XX1/2023, yang telah dikutip pula dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
7/PUU-XX1/2023, yang diucapkan sebelumnya dalam sidang terbuka untuk
umum pada tanggal 28 Februari 2023, di antaranya telah mempertimbangkan
sebagai berikut:
[3.6.5] Bahwa terkait dengan pendirian Mahkamah dalam
mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon a quo, penting bagi
Mahkamah untuk mengaitkan dengan pertimbangan hukum Mahkamah
dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 110/PUU-X/2012 yang
diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 28
Maret 2013, di mana dalam putusan tersebut Mahkamah memberikan
kedudukan hukum kepada para Pemohon sekalipun pada saat permohonan
perkara yang bersangkutan dilakukan pengujian terhadap pasal-pasal
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undang-undang yang belum dinyatakan berlaku, yaitu Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).

Berkenaan dengan hal ini, Mahkamah menegaskan bahwa UU SPPA
mempunyai karakter yang sangat berbeda dengan UU 1/2023, di mana UU
SPPA adalah undang-undang yang memuat norma yang kemudian dilakukan
pengujian oleh para Pemohon dalam perkara yang bersangkutan, berkaitan
dengan ancaman pidana bagi para penegak hukum yang sedang
melaksanakan tugasnya dalam penegakan hukum, yang tidak diatur dalam
norma undang-undang sebelumnya yang berkaitan yaitu Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Oleh karena itu, sekalipun
UU SPPA belum diberlakukan pada saat permohonan perkara yang
bersangkutan diajukan, Mahkamah menilai ada keadaan yang mendesak
untuk segera diputuskannya terhadap perkara dimaksud, agar tidak ada
rasa kekhawatiran atau bahkan Kketakutan para penegak hukum dalam
melaksanakan tugas penegakan hukum, Kkhususnya dalam mengadili
perkara yang melibatkan tersangka/terdakwanya adalah anak.
Kekhawatiran demikian dapat terjadi disebabkan proses perkara pidana
bisa berlangsung dalam waktu yang lama dan mungkin saja akan melewati
proses pra dan pasca saat dinyatakannya mulai berlaku UU SPPA. Oleh
karena itu, sangat mungkin berdampak dikenakannya norma pasal-pasal
yang bersangkutan untuk memidanakan para penegak hukum. Dengan
demikian, fakta-fakta hukum tersebut dapat memberikan peluang adanya
ketidakpastian hukum dalam implementasi norma pasal-pasal yang
dimohonkan pengujian dalam UU SPPA, apabila norma tersebut dinyatakan
konstitusional. Fakta hukum tersebut berbeda dengan karakter UU 1/2023,
di mana secara faktual belum diberlakukannya norma-norma yang ada
tidak mengakibatkan adanya kekosongan hukum, karena terdapat KUHP
yang masih berlaku, sehingga potensi adanya ketidakpastian hukum tidak
akan terjadi. Dengan kata lain, apabila norma-norma dalam UU 1/2023 telah
dinyatakan berlaku, sama halnya dengan Mahkamah membenarkan
berlakunya dua KUHP (yaitu KUHP yang masih berlaku dan KUHP yang akan
berlaku) dalam waktu yang bersamaan. Jika hal demikian dibenarkan justru
akan menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penegakan hukum pidana.
[3.6.6] Bahwa di samping pertimbangan hukum tersebut di atas, adanya
pendirian demikian, juga didasarkan pada argumen, bahwa Mahkamah
mempunyai alasan lain yaitu putusan-putusan Mahkamah Konstitusi bisa
saja mengalami penyempurnaan, sepanjang hal tersebut dikaitkan dengan
hubungan dan perkembangan masyarakat. Oleh karena itu, dalam
perspektif pemberian kedudukan hukum kepada pemohon, Mahkamah
harus mempertimbangkan syarat yang bersifat absolut dan kumulatif, yaitu
adanya subjek hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 51 UU MK dan
syarat-syarat anggapan Kkerugian Kkonstitusional sebagaimana yang
ditentukan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006 /PUU-II1/2005
dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007. Terlebih, dalam
mempertimbangkan dan menilai persyaratan kedudukan hukum pemohon
di Mahkamah Konstitusi tidak dapat dipisahkan dengan isu
konstitusionalitas dan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan
pengujian. Dengan demikian, bisa jadi dalam memberikan kedudukan
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hukum antara permohonan yang satu dengan yang lainnya, Mahkamah
dapat memberikan pertimbangan yang berbeda.

Dengan demikian, pertimbangan hukum pada Putusan Mahkamah
Konstitusi di atas mutatis mutandis berlaku pada putusan ini. Oleh karena itu,
berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, Mahkamah berkesimpulan
para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan
permohonan a quo. Seandainyapun para Pemohon memiliki kedudukan hukum
untuk mengajukan permohonan a quo, quod non, dan Mahkamah dapat masuk
untuk mempertimbangkan pokok permohonan, namun oleh karena ketentuan
Pasal 256, Pasal 603 dan Pasal 604 UU 1/2023 merupakan norma yang belum
berlaku dan belum memiliki kekuatan hukum mengikat, Mahkamah akan
berpendirian bahwa permohonan para Pemohon adalah permohonan yang
prematur.

[3.7] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili
permohonan a quo, namun dikarenakan para Pemohon tidak memiliki
kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo, Mahkamah tidak
mempertimbangkan permohonan lebih lanjut.

[3.8] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut
karena dipandang tidak ada relevansinya.

AMAR PUTUSAN
Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima

PENUTUP

Bahwa Putusan MK merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat (tidak
ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh) serta langsung memperoleh
kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk
umum dan bersifat erga omnes (berlaku bagi setiap orang) yang wajib dipatuhi
dan langsung dilaksanakan (self executing) oleh seluruh organ penyelenggara
negara, organ penegak hukum, dan warga Negara. Oleh karena itu, Putusan MK
dalam Perkara Nomor 10/PUU-XXI/2023 yang menyatakan permohonan
terhadap Pasal 256, Pasal 603, Pasal 604 UU 1/2023 tidak dapat diterima
mengandung arti bahwa ketentuan-ketentuan a quo tidak bertentangan dengan
UUD NRI Tahun 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat.
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